Abstrak

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN
ASURANSI| JIWA YANG PREMINYA DIBAYAR SEKALIGUS SEBAGAI INVESTASI
PADA PT.PRUDENTIAL DIHUBUNGKAN DENGAN KUHD

Permaslahan perlindungan hukum dalam asuransi sebagai investasi perlu
ditelaah karena nasabah belum mendapatkan perlindungan hukum dalam perikatan
tersebut sebagaimana Perjanjian tentang asuransi yang preminya dibayarkan
sekaligus dalam prakteknya proses keikutsertaan nasabah tidak diikuti oleh
penjelasan secara hukum mengenai faktor yang dapat membatalkan pengajuan
klaim ditinjau dari sisi hukum misalnya pemberian keterangan tentang riwayat
penyakit yang tidak diberitahukan.

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana untuk mengetahui (1) Pengaturan hukum
asuransi yang dibayarkan sekaligus sebagali investasi yang diatur dalam KUHD. (2)
Penyelesaian klaim asuransi sebagai investasi dihubungkan dengan KUHD.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan adalah dengan studi kasus
yang menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian dengan pendekatan
Yuridis Normatif, ‘bahan penelitian Data sekunder adalah data dari penelitian
kepustakaan dimana dalam data terdiri dari 3 ( tiga ) bahan hukum, yaitu bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, Pengolahan data
menggunakan metode komparatif analisis

Hasil penelitian menunjukan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan
Undang-Undang Perasuransian didalam asuransi yang dibayarkan secara sekaligus
pihak penanggung bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya guna membayar
klaim pihak tertanggung sesuai dengan klaim asuransi yang diajukan oleh pihak
tertanggung. Hal ini sesuai dengan pasal 246 KUHD. Pihak tertanggung wajib
memenuhi syarat-syarat perikatan seperti tertuang didalam KUHD dengan membayar
sejumlah premi dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diperikatkan dalam polis
antara tertanggung dengan penanggung. Klaim akan dibayarkan oleh penanggung
sepanjang tertanggung mengikuti prosedur pengajuan klaim dengan peristiwva yang
sesuai dengan ketentuan. Penolakan klaim akan dilakukan oleh perusahaan apabila
pihak tertanggung memberikan informasi yang tidak jujur mengenai riwayat kesehatan
terutama penyakit yang  menahun. Penolakan klaim diikuti dengan tuntutan pidana
dengan memberikan keterangan palsu mengenai riwayat kesehatan.
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